BAB IV

PENUTUP

4.1.  Kesimpulan
Menurut analisis data yang telah dilakukan penulis dalam melakukan riset di
Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dari analisis
tersebut dapat disimpulkan bahwa:
1. Tingkat pencapaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2014-2018 pada Badan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi D aingkatan setiap tahunnya, yaitu pada

tahun 2014 sebeg engalami peningkatan sebesar

8,86% menjadi 94 mi peningkatan sebesar 2,84%

menjadi 98,73%. peningkatan sebesar 5,17%

menjadi 103,90% enaikan sebesar 0,74 menjadi
104,64%.

2. Tingkat pencapaian Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta dari tahun
2014-2018 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
mengalami kenaikan dan penurunan, yaitu mulai dari tahun 2014 sebesar 83,23%
penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 6,01% menjadi 89,24%. Pada tahun
2016 mengalami peningkatan sebesar 6,27% menjadi 95,51%. Pada tahun 2017
mengalami peningkatan sebesar 4,86% menjadi 100,37%. Pada tahun 2018
mengalami penurunan sebesar 1,87% menjadi 98,50%.

3. Kontribusi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak

daerah dari tahun 2014-2018 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

DKI Jakarta mengalami kenaikan dan penurunan, yaitu mulai dari tahun 2014
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pihak yang terkait yai
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sebesar 20,91%, pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,5% menjadi
23,41%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,24% menjadi 22,17%.
Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,45% menjadi 22.62%. Pada tahun
2018 mengalami kenaikan sebesar 1,06% menjadi 23,68%. Walaupun sering
terjadi peningkatan dan penurunan namun secara garis besar kontribusi PBB-P2
pada Badan Pajak dan Retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami

peningkatan.

Saran

Dari kesimpulan vang telah dijelaskan diatas, penulis memberikan saran kepada

Peningkatan Korn nan Pedesaan dan Perkotaan
terhadap pajak da Ar ko) prtahankan.

Hendaknya pemj ) J malkan penerimaan PBB-P2
Sehingga peneri k pembangunan dan menjadi
sumber yang dapat diandaikan untuk membiayain keperluan pembangunan dan
belanja daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Sebaiknya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selalu
mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan tentang melakukan

pembayaran PBB-P2.
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